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Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Lima Belas
(27-04-2015), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yasonna H. Laoly, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Inddnesia. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan H.R
Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut Pihak I.

2. Abdul Haris Semendawali, selaku Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban (LPSK), berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 56
Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Pihak II. |




- korban tindak pidana;




lukungan keimigrasian berkaitan dengan perlindungan saksi dan/atau korban







